
BWATi TULANG BAWA^G
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR 1A TAHUN 2011

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAII KABUPATEN TULANG BAWANG

DENGAN RA1IMAT TU 1 1AN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

Menimbang : a. bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-undang\ Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasai 184 ayat
(3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah bebcrapa kali dirubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 1 ahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah dan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71
lentang

b. bahwa untuk memenuhi maksud pada hurufa tersebut diatas, perlu
ditetapkan Kcbijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten
Tulang Bawang dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 l’ahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bcbas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42R6);

3. Undang-Undang Nomor 1 7ahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan I anggung jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 lentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);



6. Undang-Undang Nomor 33 Tabun 2004 tentang Perimbangan
Keurngan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 20 Tabun 2001 tentang Pembinaan danPengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Penerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4712);

IC. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, 'Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 139, lambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4577);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

U . Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 'Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5165);



16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebrgaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011;

17. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tulang Bawang Tahun 2004 Nomor 01, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 01);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor SE.900/079/BAKD
*anggal 12 Februari 2008 tenlang Format Peraturan Kepala Daerah
Tentang Kebijakan akuntansi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
I. Pemerintah daerah adalah Bupati dan Pvrangkat Daerah sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan daerah. yang dalam hal ini
adalah Kabupaten Tulang Bawang;

2. Peraturan Bupati adalah peraturan perundang-undangan yang
dibentuk oleh Kepala DaerahKabupaten Tulang Bawang;

3. Akuntansi adalah proses inditifikasi, pencatalan. pengukuran.
pengklasifikasian. pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan.
penyajian laporan, serta penginlcrprestasian atas hasilnya.

4. Standar Akuntansi Pemerintahan. yang selanjutnya disingkat SAP,
adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diferapkan dalam menyusun
dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah.

5. SAP berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan,
beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis
Akrual, serta mengakui pendapatan, belanja. dan pembiayaan
dalam pelaporan pclaksanaan anggaran berdasarkan basis yang
ditetapkan dalam APBD.

6. SAP berbasis Kas Menuju Akrual adalah SAP yang mengakui
pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui
aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual.

7. Sistem Akuntansi Pemerintahan, adalah rangkaian sistematik dari
prosedur, penyelenggaraan, peralalan, dan clemen lain untuk
mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai
dengan pelaporan keuangan di Imgkungan organisasi
pemerintahan.

8. Laporan Keuangan, merupakan Pertanggungjawaban atas
pelaksanaan APBD, dimana memual laporan yang terstruktur
mengenai posisi kauangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan
oleh suatu entilas pelaporan, dimana tujuannya adalah untuk



menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan
dan untuk menunjukkan akuntabilitas;

9. Laporan Realisasi Anggaran, menyediakan informasi mengenai
realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit, dan pembiayaan dari
suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan
dcngan anggarannya dalam satu pericde;

1G. Neraca, menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan
mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;

11. Laporan Arus Kas, merupakan arus kas masuk dan arus kas keluar
serta setara kas pada Bendahara Umum Daerah;

12. Catatan Atas Laporan Keuangan, disingkat CaLK merupakan
penjelasan atau daftar terinci itau analisis atas nilai suatu pos yang
disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan
Arus Kas.

BAB 11
PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Pasal 2

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-atura.i, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah DaerahTulang Bawang dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Pasal 3

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dibangun atas dasar kerangka konseptual yangmengacu pada kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 4

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah mcngatur penyajian laporan keuangan untuktujuan umum dalam rangka mcningkalkan kcterbandingan laporan keuangan baik terhadapanggaran, antar periodo, maupun antar entitas akuntansi.

Pasal 5

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah mcngatur dasar-dasar penyajian Laporan RealisasiAnggaran untuk Pemerintah Daerah Kabupatcn Tulang Bawang dalam rangka mcmenuhitujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh pcraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah mcngatur dasar-dasar penyajian Neraca untukPemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang dalam rangka memenuhi mjuanakuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.



Pasal 7

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah mengatur dasar-dasar penyajian laporan arus kasyang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas PemerintahDaerah Kabupaten Tulang Bawang dengan mengklasifïkasikan arus kas berdasarkanaktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan non anggaran selama satuperiode akuntansi.

Pasal 8

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah mengatur dasar-dasar penyajian danpengungkapan yang diperlukan pada Catalan Atas Laporan Keuangan yang memuat hal-halyang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci leLih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Pasal 9

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah mengatur dasar pengakuan, pengukuran, dano——- -mum* uatipengungkapan dalam akuntansi aset, kcwajiban, ckuitas dana, pendapatan, belanja, danpembiayaan penyajiaanya dalam laporan keuangan.

Pasal 10

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksikesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, da i peristiwa luar biasa.

Pasal 1 1

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah mengatur penyusunan laporan keuangan
konsolidasian untuk entitas akuntansi melipuli SKPD dan SKPKD dalam rangka
menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum demi meningkatkah
kualitas dan kelengkapan laporan keuangan.

BAB 111
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Lampiran dari Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Daerah Kabupaten Tulang Bawang ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati



Pasal 13

Peraturan Bupati Tulang Bawang ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Tulang
Bawang ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah

Diundangkan di : Menggala
pada tanggal : 07 MABET 2011

SEKRI^
" UARWISFAUZI

Pembina Ütama Muda
NIP. 19530625 197402 1 001

Ditetapkandi : Menggala
pada tanggal : Oj mathot 2011.

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
TAHUN 2011 NOMOR : 1-]



Kehijakan Akmuansi Pemciiniah Daerah Kabitpatcn Tuhuig Bawang

KATA PENGANTAR
Terbitnya paket Undang-undang Kcuangan Negara yaitu Undar.g-undang Nomor 17 Tahun2003 tentang Kcuangan Negara. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang PemeriksaanPengelolaan dan Tanggung Jawab Kcuangan Negara mcrupakan titik tolak refonnasikeuangan di negara kila. Dari sisi pengelolaan kcuangan dacrah, paket undang-undang ini
merupakan awal bagi lahirnya peraturan-pcraturan pengelolaan keuangan dacrah yang lebihharmoms dengan pengelolaan keuangan negara secara umum. Hal ini ditandai denganlahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengeloaan Keuangan Daerahyang dnkuti oleh peraturan yang lebih teknis tentang pengelolaan kcuangan Daerah yaituPermendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah disempurnakan dengan terbitnya PermendagriNomor 59 Tahun 2007, serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang StandarAkuntansi Pemermtahan yang telah disempurnakan dengan terbitnya Peraturan PemerintahNomor 71 Tahun 2010.

Lahirnya paket peraturan perundang-undangan tersebut berdampak secara siginifkan
terhadap perubahan dalam tata kelola keuangan daerah yang sangat menonjol antara lain:
• Laporan Pertmggungjawaban pelaksanaan APBD yang dulunya hanya berupa

Perhitungan APBD dan Perhitungan Kas bcrikut lampiran-lampirannya, dengan adanya
paket undang-imdang keuangan dimaksud, telah berubah menjadi Laporan keuangan
yang terdin atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, laporan Arus Kas,Catatan AtasLaporan Keuangan.

• Pencatatan transaksi atau kcjadian/pcrisliwa ekonomis yang dulunya bersifat pcncatatan’
tunggal (single entry) yang mencatat penerimaan dan pengcluaran saja, diubah menjadi
pcncatatan ganda (double enliy) yang berdampak pada diakuinya aset atau kewajiban atas
suatu transaksi penerimaan dan pengcluaran;

• Pencatatan atas suatu transaksi yang dulunya hanya berbasis kas (cash basic) yaitu
mengakui sualu kejadian ekonomis berdasarkan diterima atau keluarnya kas dari
rekening kas umum daerah, dengan berlaku.iya paket undang-undang keuangan telah
diubah menjadi berbasis kas menuju akrual (cash toward accrual basic) yaitu disamping
menggunakan basis kas dalam pcncatatan atas transaksi kcuangan,pencatatan atas suatu
transaksi keuangan juga menggunakan basis akrual yaitu pengakuan kejadian ekonomis
pada saat terjadinva t.ansaksi dan pcristiwa itu teijadi, tanpa memperhatikan saat kas
diterima atau keluar dari rekening kas umum daerah.

Tujuan dari lahirnya peraturan-peraturan keuangan ini jelas, yaitu terciptanya tata
kelola keuangan yang transparan dan akuntabel baik di tingkat pemerintah pusat maupun
pemerintah dacrah.

Jika Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 13 Tahun
2006 memberikan pedoman bagi tata kelola keuangan daerah, maka Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2005 dan perubahannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
lebih difokuskan pada penyediaan pedoman tentang pencatatan akuntansi dan pelapcran
keuangan atas keuangan daerah dan keuangan negara. Undang-undang Nomor 17 Tahun



Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang

penyediaan pedoman tentang pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan atas keuangan daerah dan
keuangan negara. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 32 menekankan perlunya laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD untuk mengacu pada Standar Akuntansi
Pemerintahan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa baik pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah dalam menyusun laporan keuangan harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 24
tahun 2005 dan perubahannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan.Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dalam penyusunan laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sampai tahun 2013 mengacu pada Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2005 dan mulai tahun 2014 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2010.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, pengejawantahan dari kewajiban penyusunan laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan,
termaktub di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 239 ayat (1) yang
menyatakan bahwa Kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi
pemerintah daerah yang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penyusunan kebijakan akuntansi pada pemerintah Kabupaten Tulang Bawang ini merupakan
suatu upaya untuk merealisasikan maksud dari Peraturan Menteri Dalam Negeri di atas. Dengan
demikian diharapkan bahwa penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten
Tulang Bawang yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan dapat terwujud yang pada
akhimya dapat meningkatkan tata kelola keuangan daerah Kabupaten Tulang Bawang yang lebih
transparan dan akuntabel.



Kebijakan Akuntansi Pemeriniah Daerah Kabupaten Tulang Bawang

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar

Daftar Isi

1. Kebijakan Akuntansi -- Gainbaran Uinuin

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

3. Kebijakan Akuntansi Pendapatan

4. Kebijakan Akuntansi Belanja

5. Kebijakan Akuntansi Persediaan

6. Kebijakan Akuntansi Investasi

7. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

8. Kebijakan Akuntansi Konstmksi Dalam Pengerjaan

9. Kebijakan Akuntansi Kcwajiban



Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang

BABI
GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN AKUNTANSI

1. pendahuluan

1.1 Tujuan Kebijakan Aktiii tansi
Tujuan Kebijakan Akuntansi adalah mengatur penyusanan dan penyajian laporan
keuangan pemer ntah daerah untuk tujuan umi m dalam rangka meningkatkan
keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

1.2 Ruang:Lingkup
Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini mengatur seluruh
pertimbangan dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah
daerah yang meI iputi:
a. peranan dan tujuan pelaporan keuangan;
b. entitas pelaporan keuangan;
c. dasar hukum pelaporan keuangan;
d. asumsi dasar;
e. karakteristik knal itatif laporan keuangan;
f. kendala infc rmasi yang relevan dan andal;
g. prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan;
h. jenis laporan keuangan;
i. definisi unsur laporan keuangan;
j. pengakuan unsur laporan keuangan;
k. pengukuran unsur laporan keuangan;
I. pengungkapan laporan keuangan.

2. PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN
2.1 Peranan Pelaporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang
relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh
pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah
daerah terutama digunakan untuk membandingkan rcalisasi pendapatan dan belanja
dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas
dan efisiensi , dati membanlu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-
undangan.

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaja-npaya yang telah
dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan ;ecara sistematis dan
terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan;

1



Kebijakan Akiintansi Pemerintah Daerah Kahupaten Tulang Bawang
3. JENIS LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan pemerintah daerah yang pokok terdiri dari:

a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. Neraca;
c. Laporan Arus Kas;
d. Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran pemerintah daerah merupakan laporan yang menyajikan
ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh
pemerintah daerah, yai g menggambarkan perbandirgan antara realisasi dan
anggarannya dalam stialu periode pélaporan.
Neraca pemerintah daerah merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan
pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal pélaporan.
Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber,
penggunaan, dan perubahan kas selama satu periode akiintansi serta saldo kas pada
tanggal pélaporan.
Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif, analisis atau daftar
terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca,
dan laporan arus kas.

Selain laporan keuangan yang pokok tersebut, pemerintah daerah diperkenankan
menyajikan lapotan oendukung yang terdiri dari: Laporan Kinerja Keuangan
,Laporan Perubahan Ekuitas Dana dan Laporan Operasional (dilakukan selambat-
lambatnya tahun 2014)

4. ENTITAS PÉLAPORAN

Entitas pélaporan adalah unit pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih
entitas akiintansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib
mcnyampaikan laporan keuangan. Entitas pélaporan adalah pemerintah daerah atau
satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau organisasi lainnya yang
menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan
laporan keuangan.

5. DASAR HUKUM PÉLAPORAN

Pélaporan keuangan pemerintah daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain:
a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang

mengatur Keuangan Negara;
b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
c. Undang-unda ig Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
d. Undang-unda tg Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pcmeriksaan Pcngclolaan dan

Tanggungjawab Keuangan Negara;
e. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pcmcrintahan Daerah;

3



Kebijakan Akuntansi Bemerintah Dacrah Kabupaten Tulang Bawang
f. Undang-undang Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Daerah;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 24 I alum 2005 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan;
i. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

daerah;
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah.
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.

I. Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
m. Peraturan Kepala Daerah tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan

Daerah.

6. ASUMSI DASAR

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah anggapan yang
diterima sebagai suatu kebenaran tanpa pcrhi dibuktikan agar kebijakan akuntansi
dapat diterapkan, yang terdiri dr ri:
a. Asumsi Kemandirian Entitas

Asumsi kemandirian entitas berarti bahwa unit pemerintahan daerah sebagai
entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan
mempunyai kewajiban untuk menyajikan lapora t keuangan sehingga tidak terjadi
kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi
terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun
anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penult. Entitas
bertanggung jawab alas pengelolaan aset dan somber daya di luar ncraca untuk
kepentingan yurisdiksi togas pokoknya, lermasuk atas kehilangan atao kerusakan
aset dan somber daya diinaksud, utang piulang yang terjadi akibat pemboatan
keputusan cn ilas, serta tcrlaksana (idaknya program dan kegiatan yang telah
ditetapkan.

b. Kesinambungan Entitas

Laporan keuangan pemerintah dacrah disusun dengan asumsi bahwa pemerintah
daerah akan berlanjut keberadaannya dan tidak bennaksud untuk melakukan
likuidasi.

c. Keterukuran dalam Satuan Uang

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang
diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar
memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.
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Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupatsn Tulang Baw'ing
7. KARAKTERISTIK KUAL1TAT1F LAPORAN KEUANGAN
7.1 Relevan

Laporan keuangan pcmcn.ilah daerah dikatakan relevan apabila informasi yang
termuat didalanmya dapat mcmpengaruhi keputusan pengguna laporan dengan
membantunya mengcvaluasi peristiwa masa lain, masa kini, atnu masa depan dan
menegaskan atau mengorcksi hasil cvaluasi pengguna laporan di masa lain. Dengan
demikian, infonnasi laporan keuangan yang relevan adalah yang dapat dihubungkan
dengan maksud penggunaannya. Infonnasi yang relevan harus:
1) memiliki manfaat umpan balik, artinya bahwa laporan keuangan pemerintahdaerah harus memuat infonnasi yang memungkinkan pengguna laporan untukmenegaskan atau mengoreksi ekspektasinya di masa lalu;
2) memiliki manfaat prediktif, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerahharus memuat infonnasi yang dapat membantu pengguna laporan untukmemprediks: masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadianmasa kini;
3) tepat waktu, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus disajikantepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna untuk pembuatan keputusanpengguna laporan;
4) lengkap, artinya bahwa penyajian laporan keuangan pemerintah daerah harusmemuat infonnasi yang selengkap mungkin, yaitu mencakup semua infonnasiakuntansi yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan pengguna laporan.
5) informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang teimuatdalam laporan keuangan harus diungkapkan dengan jclas agar kekeliruan dalampenggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

7.2 Andal

Infonnasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus bebas dari pengertian
yang mcnyesatkan dan kcsalahan material, menyajikan setiap kenyataan secara jujur,
serta dapat diverillkasi. Informasi akuntansi yang relevan, tetapi jika hakikal atau
penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara
potensial dapat menycsatkan. Informasi yang andal harus memcnuhi karakteristik:
1) penyajian jujur, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat

informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya
yang scharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk
disajikan.

2) dapat diveri fikasi, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus
memuat informasi yang dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari
sekali oleh pihak yang berbeda, hasilrya harus tetap menunjukkan simpulan yang
tidak berbeda jauh.

3) netralitas, u iinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat
informasi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum dan tidak bias pada
kebutuhan pihak tertentu. tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang
menguntungkan pihak tertentu, seméntara hal tersebut akan merugikan pihak lain.
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Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupalen Tulane Bawane— — -I— I «J.ISXi.Tnr.r- — —Tnn—7.3 Dapat dibandirgkan

Informasi yang tennuat dalam laporan keuanagan pemerintah daerah akan lebihberguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya ataulaporan keuangan pemerintah daerah lain pada umumnya. Perbandingan dapatdilakukan secan internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukanbila pemerintah daerah menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ketahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila pemerintah daerah yangdiperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila pemerintah
daerah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakanakuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan kebijakan akuntansi harusdiungkapkan pada periode terjadinya perubahan tersebut.

7.4 Dapat dipahami

Inforinasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami olehpengguna laporan dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan denganbatas pemahaman para pengguna laporan. Untuk itu, pengguna laporan diasumsikan
memihki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi
pemerintah daerah, serta adanya kemauan pengguna laporan untuk mempelajariinformasi yang dimaksud

PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
Prinsip akuntarsi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yangharus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan
pemerintah daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam
memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah 8 (delapan) prinsip
yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah:
a. Basis Akun tai..si

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah,
adalah basis kas untuk pengakuan pendapalan, belanja dan pembiayaan dalam
Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset,
kewajiban, dan ekuitas dalam Ncraca.
Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapalan dan
penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di kas daerah, serta belanja
dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikchiarkan dari kas umum
daerah. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan
menggunakm sisa jerhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun
anggaran. Sisa perhitungan anggaran tcrganlung pada selisih realisasi penerimaan
pendapalan dan ocmbiayaan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan.
Basis akrual untuk Neraca berarli bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui
dan dicatat pada saat teijadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi
lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas
diterima atau dibayar.

Pemerintah daerah dapat juga menggunakan basis kas untuk pendapatan, belanja,
dan pembiayaan, serta basis akrual untuk aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam
periode tahun anggaran berjalan.

6



penerapan metode ini hams

y“ns ‘lipakai dens“" ^rai Wi«pX ,7dï 77“nj h"si1 yi"’6 lebi" taik dmi laI engaruh dan pertimbangan atas perubahan
diiingkapkan dalani laporan keuanyan.

g. Prinsip Pengungkapan Lengkap
<laera" "arus '^p"x-™-y % ditauhhm old, pcgguna |aporail |„form.,si dibubhkan otehpengguna lapon,„ dapat di.empa.kaa pada tembar , Xkeuangan aüm pada C.«a„ ate l41|wonk^,, '"P™'1"

»• PnnsipHargaPeroIelian
Aset dicaut sebesar jumlal, kas van- dibivar ,H„ c.itaM- ostuk inemperolch usd pada1, "

d'rrr.*- —pemerintah dacrah.
' ' a ane d«ikim pclaksanaan kegiatan

Penggunaan nilai perolelian lehih H<mn« 4- j <■

taena nilai perolehan ld.il, obyck.il'da
c- Prinsip Re;ilisasi

penode tahun anggaran dimaksud. > J daerah da,am

Prinsip layak temu biaya-pendapatan tidak ditekankan HnU ipemenntah daerah, sebagahnana dipmktekkan dalam akuntansi sek"3^<1. Prinsip Substansi Mcngungguli Fonnalitas

S —ksi setta

peristiwa lain tidak konsisten/betbcda'^butl,arasdi„,,8k,,pk!,,,de,,B.,,,jd!,sdal.:,,c;,bL,,,a;.,7
C. Prinsip Periodisitas °

X:^nrerintah daerah dib-diUkU1da„pesisis,„,,be,.day„lya„g(li,,,i,iklp7Z,X'H^

f- Prinsip Konsistensi=====
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9.

Kitbiipaifi;
I». Prmsip Pcnyajian Wajar ~~—

Uporan keuangan pemerintal,

NeraC"’ K“' d™

XXtSr7' r™ 'apo,an ke"a"8a"2k , mengl.adapi ketidakpaslian peristiwa dan keadaan tertentuKet.dakpasl.an seporti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat senakeT 8a" ,nen8sunatan PeUmbangan sehat dalam penyasunan laporan
a «Z?T -^„ng^ar kehatiZlianpada saat melakukan prak,raap dalam koudisi ketidakpastian sehingga asel ataupendapata „dak diuyatakan mrlala tinggi serta da„ “„2 i,Zdmyatakan te. alu nmdah. Namun demiklan. pengguman. pertimbangan se at d kmemperkenaakan, misaluya pemben.ukan daaa eadangan tersembu^ Xa

dan belaaia"XTI“ ““““ke»XSel’in88a 'aP°™

informasiakuntansi yang relevan dan kendala andal
Keadata i„formasi yang re|eva„

yang XirZlTi "“T' idK" dala"' meWUj"dk°" inf;™sirh sebaTkeadaladalammpw„j„dka„inrormasio;XX
a. Materialitas

Laporaa keuaagaa pemeriatal. daen.lt walaupaa idealaya memaat seaahanXT|7 '”"T dil'ar,'Ska" '"f0™51 ya"s

ataXT 7"“ ' P aPal’ila '''eneaa.aa.kaakesala ,a„ dala infonnasi tersebut dapal „.empeaean.1,1 kenatoaaZXTZyang<nbaalalasdasa'a'- —-'-..kJC
b. Pertimbangar. Biaya dan Manfaat

Maafaat yang dihasilkaa dan infonnasi yang din.ua! dalam laporan keuaaganda”h’Sel’ar''S"y" melCM" biaya ya"S diperluka" dalam Penyusnaeaaporan tersebut. Oleh karena ilu, laporan keuangan pemerintah daerah tidaksemestmya ...eayajikan informasi yang maufaalnya lebih keeil dibandingkandragen biaya penyusunannya. Naman demiklan, evaluasi biaya dan manf-mtfT” perti",ba"g”"« suberanstal. Biaya dimaksud juga tidakharus dipikul >leh pengguna informasi yang menikmati manfaat.
C. Keseimbangan antara Karakteristik Kualitatif

Keseimbangan anrar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai saamXuhTZrT di berb‘’6ai tuj“an yang ditarapka". ' ,“ laporan keu“"Sa" pemeriatal. daerah. kepentingan relatif antararaktenstik kualrtalif dalam berbagai kasus berbeda. tenilama antara relevansi



a.

b.

c.

10.2

DEFINJSI UNSUR LAPORAN KEUANGAN
Laporan Realiasi Anggaran
Unsur yang dicnkup datom Laporan Renlisnsi Anggaran tcrdiri dari pendapatananja dan pembiayaan. Masmg-inasing unsur didefinisikan sebagai berikut:

10.

10.1

Ncraca

Unsur yang dicnkup dalam ncraca rnrdiri dari asci, kervajiban. dan ekuitas dona.Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:
a. Aset adalab sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dintiliki olehpemenntah daerah sebagai akibal dari peristiwa mass lain dan darimana manfaatekonomi dan/atau sos,al dintasa depan diho apkan dapat diperoleh. baik olehpemenntah daerah maupun oleh masyarakat. serta dapat diukur dalam saiuanuang.

b. Kewajiban adalab utang yang timbul dari peristiwa masa lata yangpenyelesaiar nya mcngnktbalkan aliran keluar somber daya ekonomi pemerintahdseruh,

C. Ekuitas dana adalah i.ekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisihantara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Dacrah Kabupalen TulansB,,^
dan keandnlan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua’kamkteristik knalitatiftersebut merupakan masalah pertimbangan profesionaL

I^Td^ Peneriniaan kaS daerah '”enambah ekuitas danaancar da am periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hakpemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
Belanja daerah adakh semua pengehiaran dari kas umum daerah yan*d7 I

la,1Car da'am PC, iOde tahun a"ggaran yanS be™ngk^nyang tidak z kan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ataupengehiaran yang akan dHerima kembali, baik pada tahun anggaran yangbersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalampenganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisitatau memanfaatkan surplus anggaran.

10.3 Laponui Aru.s Kas

Unsur yang dicnkup dalam Laporan Arns Kas terdiri dari penerimaan dan pengetaaranKas. Masing-masing didefinisikan sebagai berikut:
a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masnk ke rekening kas daerah;
b. Pengduam kas adalah semua aliran kas yang keluar dari rekening kas umumdaerah.

10.4 Catatan atas Laporan Kcuangan
Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
a. penyajian mlormasi tenlang ekonomi makro, kebijakan fiskal/keuangan dan

pcncapaian target perda apbd berikut kcndala dan hambatan yang dihadapi dalam
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Behang
pencapaian target;

b.

c.

d.

11.

11.1

11.2

pcnyajian ikhtisar pencapaian kinerja selama tahun pelapcran;

“ ƒ "kT"”' *'“> diternpkan alas tmnsaksi-tmnsali da,,kejadian-kcjadian penting lainnya;
penyediaan iaformasi „„„M,,,,, yang djpcrlllkol,
yang tidak d.sajikan dalam lend,ar maka laporan kenangan

1 i obabilitas Manlaat Ekonomi
Dalan. kriteria pengakuan pendapal.m, koasep probabililas dig.makan dahn,pengerlian deraja! kepasdan Wnra manfaa. ekonomi maan depaa yang berkai. mÏX al“" ^i^iwtstirv» tersd,,,, aka» mengalir dari „l„„ ke pcmcrintah‘ Koasep „„ d,pcrl„k„„ „„luk menghadapi kelidakpaslian lingkungan

f CkonOm' delw” ‘Makukan alas dasar bukti yang dapat diperoleh padasaat penyusunan laporan kenangan pcmcrintah daerah.
Keandalan pengnkuran

Kntena pengakuan pada umunmya didasarkan pada nilai „ang akibat dari saampenstrw. atau keiadnm yang dapat diandalkan pengnkurannya. Naman adakalanyapengakuan d.daaarkan pada basil estimasi yang layak. Apabila pengukumnberdasarkan b,aya dan estimasi yang layak tidak mangkin dilakakan, maka pe^gakaan
ansaks, demiknn cakap dmngkapkan pada Catalan atas Laporan Kenangan.

Penundaan pengakaan saat, pos atau kejadian dapat lerjadi apabila kriteria pengakaanbara terpenuh, setelah ter,ad, atau tidak terjadinya saat,, atau lebil, peristiw ala„

PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN
Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan

yang m M k Sehin^a akan men>di bagianyW-mdengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belania dan
P ngakZdS temUat daIam ,apOran keua11^ Pemerintah daerah.gakuan diwujudkan dalam pencatatn jumlah uang terhadap pos-pos laporankenangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

P

I^ria minimum yang perlu dipenuhi oleh sualu kejadian atau peristiwa untuk diakui

a. terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengar. kejadianau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masak ke dalam entitaspemermtah yang bersangkutan;
”■ me"'p""y"i nW >■•"» <*»»»* **«•atau dapat diestimasi dengan andal.
Dalam menenlulu» apnkah s„,„„ kejadian/peristi™ memennlü k„,eria pengakuan.perlu mcinpertimbangkan aspek matcrialitas.
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kejadian di masa mendatang. ’

11.3 Pengakuan Aset

U.4

11.5

11.6

Aset diakui jika potensi manfaat ekonomi di masa datang diperoleh oleh pemerintahdaerah dan menipunya nila i atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
Aset diakui paca saat diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saatJZTT bcpinduh. Aset d„m„, bemuk kus ya„g dip^ "ra lam bersumber dan pouerimaan pajak daerah. pcucrimaan retribusidaerah,penenman transfer dana perhnbaagan.pencrhnaan transfer pemerintah pusatamnya penenmaan transfer pemerintah provmsi.penerimaan lain - lain peudapatanyang sah.pener.maan Inin - loin PAD yang sal,,dim solemn lain-lni,., serta penerhnaanpembiayaan. Proses penumgman setiap tmsur peuerimaan tersebut samtat beragampem"ri nh doè '>ihak' De"8"n demiki“"- penerimaan kas old,’ "Dl”k nlel,dapalk,m pengakuan nkuntansi memeriukan pengakuany g e th rmci, termasuk pengamran mengenai batasan waktu sejak uang diterimadaumZmT""^ “diakl" jik“ P0"-®1"8™ «riadineriX [ , ?°m'?ya l’a"llal,S 'idak '"""8ki" diPcrolch seteiahpenode akuntansi berjalan.

Pengakuan Kewajiban
Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya yangmengandung manfaat ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untukmenyelesaikan kewaj.ban yang ada sekarang, dan penibahan alas kewajiban tersebutmcmpunyai mlai penyclcsaian yang dapat diukur dengan andal.
Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.
Pengakuan Pemlapatan
Pendapahm menurut ba :is kas diakui dalam periodo talmn anggaran berjalan pada saat '
kas d.lenma d. kas daerah. Pada nkhir periodo akum.-msi. pendap-,tan diakuibudasmkon jm, la , pend,,palau yang lelr.lt menjadi „ak, yang snmpni dengan nkhirperiode akuntans i bersangkutan belum ada realisasi penerimaan kas.
Pengakuan Bekmja
Belanja menurut basis kas diakui dol,,,,, periode ml,,,,, „„ggaran berjalan pada stmt kasdikeluarkan dar, kas umum daerah dan telah diPerla„ggl„,gjmv„bkan//di-SPJ-kanPada akh,r penode akuntansi, belanja diakui berdasarkan jumlah belanja yang telahmenjadi kewajiban yang sampai dengan akhir periode akuntansi bersangkutan belumada realisasi pengeluaran kas.

12. pengukuran unsur laporan keuangan

Penguku-an adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkansctiap pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah.
a. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah menggunakannilai perolehan historis.
b. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesai nilai wajar dari imbalan yangdibenkan untuk memperoleh aset tersebut.

I
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KebijakanAh^lmtiPemriniah Daemh Kabupaien nimg BammgSecara rinci pengukuran Aset adahhZd^T^^
• Kas dicatat sebesar nilai nominal;

Investasi jangka pendek dicatat sebe ;ar nilai perolehan;
• Piutang dicatat sebesar nilai nominal;

Persediaan dicatat sebesar nilai sisa
Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian
Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri
Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lamnya seperti donasi/rampasan.

. “ lamnyn yang legadi untnk tnomperoleh kepemilikan yang sah ansinvestasi tersebut. J b

c.

d.

S°beSar biaya peroleha"- APabila penilaian aset tetap denganmenggunaknn btaya perolehan tidak memnngkinkan malta nilai aset teLdtdasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

ni'ai yai,U j“m'ah "ang ya"g ditó""“ s®bagaiZv l.
'1J ’ ala“ Sekara"s d,lri j“mlah kas diharapkan akandibajarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut.

Pengukuran pos-pos laporan kennngan menggunakan mala uang Rupiah
dahnlu M

yi'"g "K"eSUnal<an "’a,a dikonversikan terlsbihX»Xtahmen88“ ku,s te,,gah bank se",rai) da" dniya,aka" dai™

13. PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN
Suatu entitas pelaporan horos mengnngkapkan hal-hal yang Mum diinfomtasikandalam bag,an manaptm dori la,»™ keuanga» seperti:
’■ ^Xi; S“alU '"W ^as
b. Penjelasan mengenai silal operas!entitas dan kogialan pokoknya; dan
o. Kelontnan perundang-undangan yang ntenjadi landusan kegiatan operasionalnya.
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BAB II
IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

1. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang
mengakui pengaruli transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas
diterima pada Kas Umum Daerah atau dikeluarkan dari Kas Ununn Daerah.
Penyajian asset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis
akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas asset dan timbulnya kewajiban tanpa
memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari Kas Umum
Daerah.

2. PRINSIP-PRINSIP DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang
mengacu pada prinsip-prinsip yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sampai tahun 2013 danMulai tahun 2014
mengacu pada prinsip -prinsip yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005
tentang Standar Akuntansi Peircrintahan. .

3. DEFINISI DAN PENGAKUAN PENDAPATAN
Pendapatan adalah semua pcnerimaan pada Kas Daerah yang menr.mbah ekuitas dana
lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan
tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat kas
diterima di kas Daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto
yaitu dengan membukukan pcnerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya
(setelah dikompensasikan dengan pengcluaran. Pendapatan disajikan sesuai dengan
jenis pendapatan.

4. DEFINISI DN PENGAKLAN BELANJA
Belanja adalah semua pengcluaran dari Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas
dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan dipcroleh
pembayarannya kernbali oleh pemerintah daerah. Belrnja diakui pada saat terjadi
pengcluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengcluaran mclalui
bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas
pengcluaran terscb.it disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Belanja
disajikan dimuka (face off) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja,
sedangkan pada Catalan atas laporan keuangan belanja disajikan menurut klasifikasi
organisasi dan fungsi.

5. DEFINISI DAN PENGAKUAN PEMBIAYAAN
Pcmbiayaai adalah sckiruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik pcnerimaan
maupun pcngckiatan yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalr.ni
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penganggaran perrerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau
memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada KasDaerah serta pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah. Akuntansipeneriinaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan
membukukan peneriinaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelahdikompensasi dengan pengeluaran).

6. DEFINISI DAN PENGAKUAN ASET
Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau diiniliki oleh pemerintah
daerah sebagai akibat peristiwa masa lain dan darimana manfaat ekoomi dan/atau
manfaat sosial diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun oleh
masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasnk sumber daya non-keuangan yang diperhikan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber
sumber daya yang dipclihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pegertian asef
ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan
kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat’ hakkepemilikan berpindah.

7. JENIS-JENIS ASET

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Telap, dan Aset Lainnya.

8. DEFINISI ASET LANCAR
8.1 Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan,
dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal
pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan.
Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta
asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bark Indonesia pada
tanggal neraca.
Piutang dmyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah
dikeluarkan sesuai surat ketetapan penagihannya/hak suatu entitas pelaporan untuk
menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat pcraturan perundang-
undangan.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang
dimaksudkan untuk. mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang
yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan:

• harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan penibel ian,

• harga standar apabila diperoleh dengan mempreduksi sendiri,
• harga wajar atari estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya

seperti donasi/rampasan.

9. DEFINISI DAN JENIS INVESTASI
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Investasi adalah aset yang dimaksudtoTST^^bunga, divide» can royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkankemampuan pemeuntah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
Investasi pemerintah diklasilikasikan kedatam investasi jangka pentlek dan investasijangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkandan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu satu tahun atau kurang. Investasijangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih darisatu tahun.

Investasi jangka panjang dibagi mcmirut sifat penanaman investasinya, yaitu nonpermanen dan permanen.

10. DEFINISI
Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untukkepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetapdilaporkan berdasarkan harga perolehan.
Kriteria pengakuan aset tetap didasarkan kriteria sebagai berikut:
a. Masa manfaat dari aset yang diadakan melebihi satu tahun anggaran;
b. Pengeluaran menambah masa manfaat, kapasitas, kualitas dan volume aset yan*

sudah dimiliki; °
c. Tidak diadakar dengan maksud untuk diperjualbelikan atau dihibahkam
d. Memenuhi batas minimal nilai kapitalisasi biaya sebagai berikut:
• Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya yang

nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), dan
• Pengeluaran uatuk per satuan tanah, gedung dan banguna:i,jalan,irigasi dan

jarmgan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1 0.000.000 (sepuluh juta
rupiah).

Pengeluaran yang tidak tereakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di
atas, diperlakukan sebagai biaya barang dan jasa..

11. DEFINISI ASET LAINNYA
Aset Lainnya adalah aset pemerintah sclain aset lancar, investasi jangka panjang, dan
aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Peajualan Angsuran (TPA),
Tagihan Tuptutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih uari satu tahun, Kemitraan
dengan Pihak Kctiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan
Aset Lain-Iain.
TPA menggambar ;an jumlah yang dapat diterima dar: penjualan aset pemerintah
secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang cinilai sebesar nilai nominal dari
kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan
angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan
penjualan angsuran.

TGR mcrupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/ pegawai negcri
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bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yangdidenta cleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu
perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebutatau kelalaian dakun pelaksanaan tugasnya.
Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang
mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersamadengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.
Aset Tak Berwujud merupakan aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak
mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barangatau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan franchise-, hak cipta(copyright), paten, goodwill, dan hak lainnya; hak jasa dan operasi Aset Tak Berwijuddalam pengembangan.
Aset Lam-lam merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA,
Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

12. DEFINISI, JENIS DAN PENGAKUAN KEWAJIBAN
Kewajiban adalah utang yang tiinbul dari pcristiwa masa lain yang penyelesaiannya
mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks
pemerintahan, kewajiban muneul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaanpinjaman dan masyarakat, lembaga keuangan, entilas pemerintahan lain, atau lembaga
internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawaiyang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukumsebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.
Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan
kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan
untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waklu dua belas bulan setelah tanggal
pclaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Pcrhilungan
Fihak Ketiga (FFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (accrued
interest) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jang<a Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan
untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waklu lebih dari dua belas bulan setelah
tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada
saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi
pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan
perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan
nilai tercatat kewajiban tersebut.
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Utang bunga atas utang pemerintah dicatat sebesar biaya bun^gtelah terjadi da?belum dibayar. Bu:iga dimaksud bcrasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupunluar negen. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar diakui pada setiapakhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belumdisetorkan kepada :>ihak lain sampai akhir periode pelaporan.
Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalahjumlah yang jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

13. DEF1NÏSI DAN PERLAKUAN AKUNTANSI EKUITAS DANA
Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu sclisih antara aset dankewajiban pemerintah.

Ekuitas dana terdi: i dan Ekuitas Dana Lancar,Ekuitas Dana Investasi,Ekuitas DanaCadangan dan Eku :tas Dana Donasi.
Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan utang jangka pendek.Ekuitas Dana Lancar antara lain sisa lebih pembiayaan anggaran, cadangan piutang, 1
cadangan persediaan, dan dana yang hams disediakan untuk pembayaran hutang jangka
pendek.

Ekuitas Dana Investasi mencerminkan aset pemerintah daerah yang tertanam dalam
investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya dikurangi dengan kewajiban
jangka panjang.

Ekuitas dana cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah daerah yang dicadangkan
untuk tujuan tertentu sesuai dengan pcraturan pcrtindang-undangan.
Ekuitas dana donasi mencerminkan kekayaan pemerintah daerah yang diperoleh
melahii hibah dan sejenisnya sesuai pcraturan perundang- undangan.
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BAB III
KI BIJAKAN AKUNTANSI-PENDAPATAN

1. DEFIN1S1 PENDAPATAN
Pendapatan adalah semua penerimaan pada Kas Daerah yang menambah ekuitas dana lancardalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dantidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

2. PENGAKUAN PENDAPATAN
Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kas Daerah.

3. PENGUKURAN DAN AKUNTANSI PENDAPATAN
Pencatatan pendapatan dilaksanakan dengan mengikuti azas bruto yang berarti pencatatan
akuntasinya dilaksanakan secara bruto yailu dengan mencatat keseluruhan pendapatan
sebelum dikompensasikan dengan pengeluaran.

Penerimaan yang masih berada di tangan bendahara penerimaan tidak diakui scbagai
pendapatan namun diakui sebagai pendapatan ditangguhkan.
Dalam hal badan layanan umum,pendapatan diakui dengan mcngacu pada peraturan
perundangan yang .nengatur mengenai badan layanan umum.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (reeurring) atas penerimaan pendapatan
yang terjadi baik pada periode terjadinya penerimaan maupun pada periode sebelumnya
dibukukan scbagai pengurang pendapatan.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non reccuring) atas penerimaan
pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai
pengnrang pendapatan pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non reccuring) atas penerimaan
pendapatan yang terjadi pada periode tahun anggaran sebelumnya dibukukan sebagai
pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukaunya koreksi dan pengembalian
tersebut.

4. JENIS-JENIS PENDAPATAN
Pendapatan diklasifikasi berdasarkan sumbernya yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah,
Pendapatan transfer pemerintah pusat - dana perimbangan,Pendapatan transfer pemerintah
pusat lainnya dan transfer dari pemerintah provinsi, serta Iain-lain pendapatan yang sah.
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5. PENDAPATAN ASLI DAERAH

Merupakan kelompok pendapatan yang bersnmber dari daerah sendiri yang terdiri atas:penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengclolaan kekayaan daerahyang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

6. PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA PERIMBANGAN
Merupakan kelompok pendapatan yang menampung penerimaan dana perimbangan yangdisaiurkan pemcrintah pusat yang tcrdiri atas dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil sumbcrdaya alam; dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK).

7. PENDAPATAN TRANSFER DARI PEMERINTAH PUSAT LAINNYA
Pendapatan transfer dari pemcrintah pusat lainnya merupakan pendapatan transfer daripemerinrtah pusat yang terdiri atas dana otonomi khusus dan dana penyesuaian.

8. PENDAPATAN TRANSFER DARI PEMERINTAH PROVINSI
Pendapatan transfer dari pemcrintah provinsi merupakan kelompok pendapatan untuk
menampung dana bagi hasil dari Provinsi Lampung yang terdiri atas pendapatan bagi hasilpajak dan pendapatan bagi hasil lainnya.

9. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
Kelompok pendapatan lain-lain pendapatan yang sah digunakan untuk menampung
pendapatan yang terdiri atas pendapatan hibah, pendapatan dana darurat dan pendapatan
lainnya.
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BAB IV

kebijakan akuntansi-belanja

1. definisi belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas danalancar da am periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperolehkembali oleh pemerintah daerah.

2. PENGAKUAN BELANJA
Belanja (SP2D LS) diakui pada saai kas dikeluarkan dari Kas Umum Daerah/SP2Dditerbitkan oleh BU D/Kuasa BUD.
Khusus untuk pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (SP2D UP/GU/TU)pengakuannya dilakukan pada saat pcrtanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkanoleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturanperundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

3. PENGUKURAN DAN AKUNTANSI BELANJA
Pada akhir tahun anggaran, uang perseuiaan yang masih tersisa pada benoaharapengeluaran, akan dikembalikan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya kerekening kas umum daerah.

Koreksi atas pengeluaran belanja (pcnerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode
pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama.Apabila ditcnma pada periode yang berikutnya, korcksi atas pengeluaran belanjadibukukan dalam pi ndapatan lain-lain/lain - lain pcndapatan yang salh

4. KLASIFIKASI BELANJA
Belanja diklasifikasikan menurut klasilïkasi ekonomi.organisasi dan fungsi.

5. KLASIFIKASI BELANJA MENURUT EKONOMI
Berdasarkan klasifikasi ekonoini, pengclompokan belanja berdasarkan pada jenis belanja
untuk melaksanakan suatu aktivitas yang meliputi belanja pegawai,belanja barang,belanja
modal,bunga,subsidi,hibah,bantuan social dan belanja tak terduga.
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6. BELANJA OPERASI ~

Merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiman sehari-hari pemerintah daerah yangmember, manfaat jangka pendek. Belanja Operasi meliputi belanja pegawai, betaiabarang, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan social.

Belanja pegawai adalah belanja kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yangditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan kepada pejabat negara, pegawainegen sipil dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS,sebagai tmbalan alas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitandengan pembentukan modal.

Belanja Barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yangdipasarkan maupun tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untukdiserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan. Belanja Barang meliputibelanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan, dan belanja peijalanan dinas.
1. Belanja Barang dan Jasa

Merupakan pengeluaran yang antara lain dilakukan untuk membiayai keperluan kantor
sehari-hari, pengadaan barang habis pakai, pengadaan/penggantian inventaris kantor,
langganan daja dan jasa, Iain-Iain pengeluaran untuk membiayai pekerjaan yang
bersifat non- Hsik dan secara langsung menunjang tupoksi satuan kerja perangkat
daerah, pengadaan inventaris kantor yang tidak mcmenuhi syarat nilai kapitalisasi
minimum yang diterapkan pemerintah daerah dan pengeluaran jasa non-fisik seperti
pengeluaran untuk biaya pelatihan dan penelitian.

2. Belanja Pemeliharaan
Merupakan pengeluaran yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau
aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar
kecilnyajumlah belanja.

3. Belanja Perjalanan Dinas
Merupakan pengeluaran yang dilakukan untuk membiayai perjalanan dinas dalam
rangka pelaksanaan fungsi, tugas dan jabatan.

Belanja Bunga merupakan pengeluaran untuk pembayaran bunga atas kewajiban
penggunaan pokok hutangyang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau
jangka panjang.

Belanja Subsidi merupakan pengeluaran yang dialokasikan kepada perusahaan/lembaga
yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa untuk
memenuhi hajat hiJup orang banyak sedemikian sehingga harga jualnya dapat dijangkau
masyarakat.
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Hibah merupakan pcngeluaran pemcrintah dalam bcntuk uang/barang atau jasa kepada
pemcrintah atau pcmcri itah lainnya, perusahaan dacrah, niasyarakat dan organisasikemasyarakatan yang secara spesilik telah ditetapkan pcruntukannya, bersifat tidak wajibdan tidak mengika t scrta tidak secara tcrus mencrus.

Bantuan sosial adalah pcngeluaran bcrupa uang atau barang atau jasa kepada niasyarakat
yang bertujuan urtuk meningkatkan kesejahteraana niasyarakat yang sifatnya tidak terusmenerus dan selektif.

7. BELANJA MODAL
Merupakan pengeiuaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yangmemberi manfaat lebih dari suatu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanjamodal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesinjalanjaringandan irigasi,aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan.
Suatu pengeiuaran diakui sebagai belanja modal jika memenuhi pcrsyaratan berikut:
1. Pengeiuaran tersebut mengakibalkan bertambahnya aset pemerintah daerah;
2. Pengeiuaran tersebut memenuhi batasan minimal belanja (capitalization threshold)

yang dapat dikapitalisasi yaitu pengeiuaran dengan nilai sama dengan atau lebih besardan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk peralatan dan mesin, dan aset tetaplainnya dan sama dengan atau lebih besar dari Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
untuk tanah,gedung dan bangunanjalan,irigasi dan jaringan,dan konstruksi dalam
pengerjaan.

3. Perolehan aset tetap tersebut tidak dimaksudkan untuk dijual.
7.1 Konsep Harga Perolehan

Komponen belanja modal untuk perolehan aset tetap meliputi harga beli asset tetapditambah semua biaya lain yang dipcrluk.in sampai asset tetap tersebut siap untukdigunakan misalny:i biaya konsullan perencana. biaya konsullan pengawas dan biaya
pengembangan pcrangkal lunak dan lain-lain biaya yang dapat diatribusikan pada asset
tetap tersebut.

Biaya-biaya yang dikeluarkan setelah perolehan asset tetap atau asset lainnya dapat diakui
sebagai belanja modal sepanjang memenuhi persayaratan berikut:
I. Pengeiuaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat, kapasitas, atau

volume asset yang telah dimiliki;
2. Pengeiuaran tersebut memenuhi batasan minimal belanja (capitalization threshold)

yang dapat dikapitalisasi yaitu pengeiuaran dengan nilai sama dengan atau lebih bssar
dari Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk persatuan peralatan dan mesin, dan aset
tetap lainnya Jan sama dengan atau lebih besar dari Rp 10.000.000,-(sepuluh juta
rupiah) untuk tanah, gedung dan bangunan serta
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3. jalan,irigasi dun jaringan.

7.2 Jaminan Pemclihiraan
Dalam pengeluaran belanja modal pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang,
pembayaran kepada rekanan dilakukan sebesar 90%, sedangkan sisanya sebesar 10%
merupakan retens selam.i masa pcmeliharaan. Atas sejumlah 10% dari nilai pengadaanyang dijadikan retensi sclama masa pcmeliharaan lersebul Pemerintah Kabupaten TulangBawang mengakui nya sebagr i hutang retensi.

8. BELANJA TIDAK TERDUGA
Merupakan pengeluaran anggaran yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan be-ulang
seperti pepanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terdugalainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelcnggaraan kewenangan PemerintahDaerah.

9. TRANSFER
Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelapoian lain
seperti pengeluarar dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh
pemerintah daerah.

10. KLASIFIKASI BELANJA
Klasifikasi menurut organisasi yaitu klasifikasi belanja berdasarkan unit organisasipengguna anggaran yang mcliputi belanja Sekrelariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD),Sekretariat Daerah pemerintah kabupaten,dinas pemerintah kabupaten danlembaga teknis daerah kabupaten.

11. KLASIFIKASI BELANJA MENURUT FUNGSI
Klasifikasi menunit fungsi adalah klasifikasi belanja yang didasarkan pada fungsi - fungsi
utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi
belanja pelayanan uinum,pertahanan,kelciliban dan keamanan,ekonomi,perlindungan
lingkungan hidup,perumahan dan permukiman,kesehatan,pariwisata danbudaya,agama,pendidikan, dan perlindungan sosial.
Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam
dokumen anggaran.Klasifikasi belanja menurut klasifikasi ekonomi dijabarkan dalam
Laporan Realisasi Anggaran, klasilikasi belanja menurur organisasi dan fungsi dijabarkan
dalam Catalan Atas Laporan Keuangan (CALK).
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BAB V
KEBIJAKAN AKUNTANSI-PERSEDIAAN

1. DEFINISI PERSEDIAAN
Persediaan merupakan rset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yangdimaksudkan un:uk mendukung kegiatan operasional pemerintah , dan barang-barangyang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat.

2. PENGAKUAN PERSEDIAAN
Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah
dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengin andal.
Persediaan diakui pada saat dilcrima atau hak kepemilikannya dan/ atau kepenguasaannya
berpindah.

Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.
Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan. ke suatu perkiraan asef untuk kontruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai
persediaan, °

3. PENGUKURAN DAN AKUNTANSI PERSEDIAAN
Dalam neraca pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, Persediaan disajikan sebesar:
(a) Biaya peroleban apabila diperoleh dengan pembelian;
(b) Biaya slander apabila diperoleh dengan memproduksi sendin;
(c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan;
Biaya perolehan persediaan mcliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya
penanganan dan biaya lainnya yang sccara langsung dapat dibebankan pada perolehan
persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya pcrolehan persediaan yang tcrakhii
diperoleh.

Biaya standar persediaan mcliputi biaya langsung yang lerkail dengan persediaan yang
diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan
ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.
Persediaan hewm dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan
nilai wajar.
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Harga/nilai wajrr persediaan meliputi nilai tukar asct atau penyelesaian kewajiban antarpihak yang mcmahami dan bcrkcinginan melakukan transaksi wajar.

4. PENGUNGKAI’AN PERSEDIAAN
Dalam rangka memcnnhi kccukupan pcngungkapan, dalam Catalan atas LaporanKeuangan pemerintah Kabupaten Tulang Bawang diungkapkan mengenai:
(a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pcngukuran persediaan;
(b) Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan

dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam
proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada
masyarakat, dan barang yang masih dalam proses nroduksi yang dimaksudkan untuk
dijual atau diserahkan kepada masyarakat ;

(c) Kondisi persediaan;

5. KLASIFIKASI PERSEDIAAN
Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan urtukdigunakan, nnsalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai
seperti komponei peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
Pengakuan batas nominal nilai persediaan barang yang digunakan dalam kebijakanakuntansi Pemerintah kabupaten Tulang Bawang adalah sebesar kurang dariRp. 1.000.000 (satujuta rupiah) per unit barang.
Dalam nal pemerintah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yangdigunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.
Barang basil preses produksi yang belum sclesai dicatal sebagai persediaan, contohnya
alat-alat pertanian setengah jadi.

Persediaan dapat meliputi:
a. Barang konsumsi;
b. Amunisi;
c. Bahan untuk pemeliharaan;
d. Suku cadang;

e. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
f. Pita cukai dan leges;
g. Bahan baku ;

h. Barang dalam proses/setengah jadi;

i. Tanah/bangun? n untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
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j. Hcwan dan tanaman, untuk dijual atau discrahkan kepada masyarakat.
Dalam hal pemerintah Kabupaten Tulang Bawang menyimpan barang untuk tujuancadangan stratcgis seperti cadangan cnergi (misalnya niinyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai
persediaan.

Juga termasuk dalam pengertian persediaan hev/an dan tanaman untuk dijual ataudiserahkan kepada masyarakat antara lain berupa sapi, kuda, ikan, benih padi, dan bibittanaman.
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BAB VI
AKUNTANSI-INVESTASI

1. DEFINIS1 INVESTASI
Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti
bunga, dividend dan royalty, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan
kemapampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

2. PENGAKUAN INVESTASI
Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui scbagai investasi apabila memenuhi salah
satu kriteria:
(a) Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosia' atau jasa pontensial di masayang akan dr-tang atas suatu investasi lersebut dapat dipcroleh pemerintah;
(b) Nilai perolehan atau nik i wajar investasi dapat diukur secara memadai {reliable).

3. PENGUKURAN DAN AKUNTANSI INVESTASI
Investasi jangka pendek dalam bentuk sural berharga. misalnya saham dan obligasi
jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi
harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan
biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka
investasi dinilai berdasa nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu
sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang
diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi
tersebut.

Investasi jangka pendek dalam bentuk nonsahatn, misalnya dalam bentuk deposito
jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal
pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu
sendiri ditambah biaya Iain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
Investasi nonpermanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan
investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai
perolehannya. Sedangkan investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan
perbankan yang akan segcra dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat
direalisasikan.
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Investasi nonpermanen datum bemuk penanaman modal di proyek-proyek
pembangunan pemerintah (scpcrti Proyek PIR) dinihu sebesar biaya pembangunan
termasuk biaya yang dikehtarkan untuk perencanaan dan biaya lain yangdikehtarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan kepihak ketiga.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertnkaran aset pemerintah, maka nilai
investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajarinvestasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
Harga perolehan investasi dalam valuta asing har.is dinyatakan dalam rupiah dengan
menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
Penilaian investasi pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dilakukan dengan tiga
metodeyaitu:
(a) Metode biaya pada investasi yang kepemilikan saham pemerintah daerah kurang dari

20%. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya
perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hash yang
diterima dan tidak mcmpengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan
hukum yang terkait.

(b) Metode ekmtas pada investasi yang kepemilikan saham pemerintah daerah antara
sampai dengan dan atau lebih dari 50%. Dengan menggunakan metode ekuitas
pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau
dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan.
Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan
mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan.
Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi
kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat
pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

(c) Metode nilai bersih yang dapat direal isasikan apabila kepemilikan saham pemerintah
Kabupaten Tulang Bawang bersifat non permanen atau untuk di jual kcmbali.

Pengeluaran untuk pcrolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas
pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran,
sedangkan pengeluaran untuk mempcroleh investasi jangka panjang diakui sebagai
pengeluaran pembiayaan.

llasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga
deposito, bunga obligasi dan deviden tunai (cash dividend) dicatat sebagai pendapatan.
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Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyerlaan modal pemerintah
Kabupaten Tulang Bawang yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat
sebagai pendapatan basil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas,bagian laba yang diperoleh oleh pemerintah akan dicatat nienguratigi nilai investasi
pemerintah dan tidak dicacat sebagai pendapatan hasil investasi. Kecuali untuk
dividen dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi
pemerintah dan ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama.

4. PENGUNGKAPAN INVESTASI
Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten
Tulang Bawang herkaitan dengan investasi pemerintah, antara lain:
(a) Kèbijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
(b) Jenis-jenis investasi, investasi pennanen dan nonpermanen;
(c) Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka

panjang;
(d) Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
(e) Investasi yang dinilai dengan nilai wajardan alasan penerapannya;
(f) Perubahan pos investasi.

5. KLASIFIKASI INVESTASI
Investasi pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dibagi atas dua yaitu investasi jangka
pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok
aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset nonlancar.

6. INVESTASI JANGKA PENDEK
Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai bcrikut:
(a) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
(b) Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya

pemerintah capat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas;
(c) Berit iko rendah.

Investasi yarg dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri
atas :

(a) Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan atau yang dapat
diperpanjang secara otomatis {revolving deposits)',

(b) Pembclian S.irat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah
daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
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Investasi jangka panjang dibagi menunit si fat penanaman investasinya, yaitu permanen
dan nonpermanen.
Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki
secara berkelanjutan. Pengerlian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan
untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik
kembah. Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang
berjangka wakti lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus
menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

7. INVESTASI JANGKA PANJANG PERMANEN
Investasi permrnen yang dilakukan oleh pemerintah adalah investasi yang tidak
dimaksudkan untuk dipeijualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau
pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan
kelembagaan. Investasi permanen ini dapal berupa :
(a) Penyertaan Modal Pemerintah pada pe^usahaan daerah, badan internasional dan

badan usaha lainnya yang bukan mi lik negara;
(b) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan

pendapatan atau meningkatkan pclayanan kepada masyarakat.

8. INVESTASI JANGKA PANJANG NON PERMANEN
Investasi Non-permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk
dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh
pemerintah, antara lain dapat berupa:
(a) Pembclian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk

dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
(b) Penanaman modal dalam proyek pcmbangunan yang dapat dialihkan kepada pihak

ketiga;
(c) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pclayanan masyarakat seperti

bantuan modal kerja secara bcrgulir kepada kclompok masyarakat;
(d) Investasi nonpermanen lainnya, yang silatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki

pemerintah secara berkelanjutan, sepci li penyertaan modal yang dimaksudkan untuk
penyehatan/jicnyelamalan perekonomian.
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Investasi permanen lainnya merupakan bentuk investasi yang tidak bisa dimasukkan ke
penyertaan modal, surat obligasi jangka panjang yang dibeli o’eh pemerintah, dan
penanaman modal dalam proyek pembangnnan yang dapat dialihkan kepada pihak
ketiga, misalnya investasi dalam properti yang tidak tercakup dalam pernyataan ini.



Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Taking Bawang

BAB Vil
KEBIJAKAN AKUNTANSI-ASET TETAP

1. DEFINISIASET
Aset adalah sumber daya ekonomis yang dikuasai dan/atan dimiliki oleh pemerintahdaerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atan
sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah daerah maupun
masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuanganyang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber dayayang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
Aset tetap adalah asset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas)
bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah dae-ah atari dimanfaatkan oleh
masyarakat umun.

2. PENGAKUAN ASET TETAP
Aset tetap diakui pada saal (erpenuhi krileria bcrikut:
(a) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
(b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
(c) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
(d) Diperoleh atari dibangun dengan maksud untuk digunakan.
Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak
kepemilikannya dan atau pada saat pengiiasaannya berpindah.

3. PENGUKURAN DAN AKUNTANSI ASET TETAP
Aset tetap dini.ai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan
menggunakan biaya perolehan tidak mcmungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada
nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakclola meliputi biaya langsung
untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan
pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa pcralatan, dan semua biaya lainnya yang
terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
Yangdimaksud dengan nilai wajar pada saat perolehan adalah
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4. AKUNTANSI ASET TETAP

Baiang berwujid yang mcmenuhi kualilikasi untuk diakui sebagai suatu aset pada
awalnya diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai,
biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk
bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa
aset tersebut ke kondisi yang membual aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan
yang dimaksudkan.
Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
(a) biaya persiapan tempat;

(b) biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya siinpan dan bongkar muat
(handling eest);

(c) biaya pemasangan (inslalation cost);
(d) biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
(e) biaya konstruksi.

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga
pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka
memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan. dan biaya lainnya yang
dikeluarkan sairpai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan
tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut
dimaksudkan untuk dimusnahkan.
Biaya perolehan peralatan dan niesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah
dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini
antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya
langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin
tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan gedtmg dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang
dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara
lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB,
notaris, dan pajak.

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seiuruh biaya yang
dikeluarkan unt.ik memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini
meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluaikan
sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.
Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan
untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya
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aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biayapcrolehan aset alau membawa asci ke kondisi kerjanya. Dcmikian pula biaya pen.iulaan
(start-up cost) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kccualibiaya tersebut pcrlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.
Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukanmenggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.
Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
Konstruksi Dahan Pengerjaan. .lika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melcbihidan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang bclum sdesaitersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai denganaset tersebut selesai dan siap dipakai (Dibahas lebih lanjut dalam Kebijakan Akuntansi-Konstruksi Dalam Pengerjaan).
Biaya Perolehan untuk aset yang diperoleh secara gabungan. Biaya perolehan dari
mastng-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan denganmengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
Biaya Perolehan untuk Aset yang diperoleh dari pertukaran. aset tetap yang diperolehmelalut pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnyadiukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatataset yang dilepas setel ih disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yam-ditransfer/diseralikan.
Untuk pertukaran aset tet ip yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa danmemthki nilai wajar yang serupa dimana tidak ada keuntungan atau kerugian yang diakuidalam transaksi tersebut, biaya perolehan aset baru dicatat sebesar nilai tercatat (carrying
amount) atas aset yang di lepas.
Biaya perolehan Aset Donasi. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harusdicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Perolehan aset donasi diakui sebagai pendapatan pemerintah dan jumlah yang sama jugadiakui sebagai bclanja modal dalam laporan rcalisasi anggaran.
Perlakuan akuntansi untuk tanah. Tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai pernerimah
tidak diperlakukan secara khusus, dan pada prinsipnya mengikuli ketentuan seperti yangdiatur ptda pernvata; n tentang akuntansi aset tetap.
Perlakuan akuntansi untuk Aset Bersejarah. Aset Bersejarah berdasarkan PP 24 Tahun2005 tidak mengahruskan Pemerintah Daerah untuk mencantumkan Aset bersejarah dineraca (heritage assets) namun aset tersebut diungkapkan dalam Catalan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupoaten Goronlalo.
Aset bersejaran disajikan dalam Catalan atas Laporan Keuangan dalam bentuk unit,misalnyajumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen.
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Biaya untuk perolchan, konstruksi, pcningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagaibelanja lahun kijadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut temwsuk seluruh biayayang bcrlangsurg untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasiyang ada pada periode berjalan.
Untuk Aset Bersejarah yang digubnakan untuk perkantoran Penierintah DaerahKabupaten Gorontalo ditcrapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap Lainnya.
Perlakuan akuntansi untuk Aset Infrastruktur. Aset infrastruktur. mempunyaikarakteristik sebagai berikut:
(a) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
(b) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
(c) Tidak dapat c ipindah-pindahkan; dan
(d) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.
Aset infrastruktur memenuhi definisi aset tetap dan diperlakukan sesuai dengan pnnsip.
pnnsip yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerinlahan. Contoh dari asetinfrastruktur adalah jaringan, jalan dan jembatan, sistem pembuangan, dan jaringankomunikasi.
Perlakuan Akuntansi untuk Aset Militer. Peralatan mil iter, baik yang umum maupunkhusus, memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai aengan prinsip-prinsip yang ada pada Pernyataan ini.

i. AKUNTANSI ASET TETAP PERLAKUAN PENGELUARAN SE^T AHPEROLEHAN AWAL

Pengeluaran setclah pcrolchan awal suatu aset tetap yang memperpaniang masa manfaatatau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datangdalam bentuk kapasitas, mulu produksi, atau pcningkatan standar kinerja, harusditambahkan pada nilai tercatal aset yang bersangkutan.
Kebijakan kapita lisasi minimal yang dianut oleh penierintah Kabupaten Tulang Bawangadalah bahwa kapitalisasi dilakukan untuk pengeluaran dengan nilai sama dengan ataulebih besar dari Rp 500.000,-(Duajuta lima ratus ribu rupiah) untuk persatuan peralatan
dan mesin, dan aset tetap lainnya; dan pengeluaran dengan nilai yang sama dengan ataulebih besar dari Rp 10.000.000,-(Sepuluh juta rupiah) untuk jalan, gedung danbangunan jalan,irigasi da n jaringan

AKUNTANSI ASET TETAP PENGUKUARAN KEMBALI SETELAH PROSFS
AWAL

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi
penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka asettetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun
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Diinvestasikan dalam Aset Tetap.
Penyusutan. Pe tyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode garis lures.
Masa manfaat fset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan ükaterdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang danyang akan datang harus dilakukan penyesuaian.
Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuaidengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

7. PERLAKUAN AKUNTANSI UNTUK PENGHENTIAN DAN PELEPASAN ASETTETAP
Aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanendihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang.
Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas dieliminasi dari Neraca dandiungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisiaset tetap dan diomdahkan kc pos aset lainnya sesuai dengan nilai fercatatnya.

8. PENGUNGKAI'AN ASET TETAP
Laporan keuangan mengungkapkan untuk masing- masing jenis aset tetap sebagaiberikut: b

(a) Dasar pemlaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount^
(b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
(I) Penarnbahan;

(2) Pelepasan;

(3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
(4) Mulasi aset tetap lainnya.
(c) Informasi penyusutan, meliputi:
(1) Nilai penyusutan;

(2) Metode penyusutan yang digunakan;
(3) Masa manfar t atau taril penyusutan yang digunakan;
(4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan
akhir periode;

Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
(a) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
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(b) Kebijakan akuntansi unluk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
(c) Jumlah pcngcluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi: dan
(d) Jumlah komilmcn untuk akuisisi aset tetap.
Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, halhal berikut harus
diungkapkan:

(a) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
(b) Tanggal efekrjf penilaian kembali;
(c) Jika ada, naina penilai independen;
(d)Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti;
(e)Nilai tercatat setiap jenis aset tetap;

9. klasifikasi aset tetap

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam
aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan:
(a) Tanah;

(b) Peralatan dan Mesin;
(c) Gedung dan Bangunan;
(d) Jalan, Irigasi. dan Jaringan;
(e) Aset Tetap Lainnya; dan

(f) Konstruksi dr lam Pengerjaan.
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BAB VIII
kebijakan akuntansi-konstruksi dalam pengerjaan

1. DEFINISI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
Konstruksi dalam pengerjaan adalah asset-asset yang sedang dalam proses pembangunan.
Konstruksi Dahm Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung danbangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannyadan/atau pembai gunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktutertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode
akuntansi.
Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakclola) atau melalui pihakketiga dengan kontrak konstruksi.

2. PENGAKUAN KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
Suatu benda bcrwujud harus diakui scbagai Konstruksi Dalam Pengerjaan j ika:
(a) besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan

aset tersebut akan diperoleh;
(b) biaya perolel an tersebut dapat diukur secara andal; dan
(c) aset tersebut nasih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan
untuk operasiond pemerintah atau dimanfaatkaa oleh masyarakat dalam jangka panjang
dan oleh karenarya diklasifikasikan dalam aset tetap.
Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkuhn jika
kritcria berikut ini terpenuhi:

(a) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
(b) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuun perolchan;

3. PENGUKURAN DAN AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatal dengan biaya perolchan.
Biaya PcrolchairBiaya Konstruksi dapat dibedakan alas Biaya perolehan atas konstruksi
yang dikerjakan secara swakclola atau menggunakan jasa kontraktor.
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Nilai konstruksi yang dikcrjakan secara swakelola antara lain:
(a) biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi (biaya pekerjaanlapangan, b.aya bahan yang digunakan dalam konstruksi, biaya pemindahar. bahansarana, pcralatan, bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi, biayapenyewaan sarana dan pcralatan serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang secaralangsung berhubungan dengan konstruksi);
(b) biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikanke konstruksi tersebut (biaya asuransi, biaya rancangan dan bantuan teknis yang lidaksecara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu dan biaya-biaya lain vargdapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biayamspeksi); dan }

Biaya-biaya mi dialokasikan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang atasdasar proporsi biaya langsung yang diterapkan secara konsisten.
(c) biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
(a) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkatpenyelesaian pekerjaan;
(b) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor ber’tubung dengan pekerjaanyang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan:
(c) Pembayara i klaim kepada kontraktor atau pihak . ketiga sehubungan denganpelaksanaar. kontrak konstruksi.

Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termm)berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.
Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai KonstruksiDalam Pengerjuan.

PERLAKUAN AKUNTANSI UNTUK KONSTRUKSI YANG DIBIAYAI DARIPINJAMAN
Perlakuan akuntmsi atas konstruksi yang dibiayai dari pinjaman

Dalam konstruksi yang dibiayai dari pinjaman, biaya pinjaman yang timbul selamamasa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biayatersebut dapat diidentifikasikan dan ditetapkan secara andal.
Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungandengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.
Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga
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^akanAkt!™™ TuUmg Bcwa,^... .... . — 1JWJ,._yang diba> ai kan pada periode yang bersangkufan.
ApaHIa pinjaman digunakan nnmk mcn.biayai betaapa jenis oset rang diperolebalnm suttt» permtte Icncnm, biaya pinja,mm periode yang bersangkutan dialokasikane masmg-masing konstruksi dengan melode mm-ratn terlimbang alas totalpcngcluaian biaya konslruksi.

konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan
masa

~
4

"lajeur l1iaka biaya pinjaman yang dibayarkan selamaaoabür6"1 7 ?nt'an Sementara PembanSan™ konstruksi dikapitalisasi sebaliknyaapabda per.berhent.an sementara disebabkan olch keadaan force majeur maka biayarXkutan d'kapitaIISaSi dan diperlakukan sebagai biaya bunga pada periode

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekeijaan yang penyelesaiannyaja uh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidakd.perhitungkan biaya pmjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenispekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

pengungkapan konstruksi dalam pengerjaan
Pada akhir periode akuntansi Pemerintah Kabupatcn Tulang Bawang harusmengungkapkan mlormasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan berikul:
(a) R.ncian kontrak konstruksi dalam pengc.jaan berikul lingkat penyelesaian danjangkawaktu penyelesaiannya;
(b)Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaanya;
(c) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
(d) Uang inuka kerja yang diberikan;
(e) Retensi.
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BAB IX
kebijakanakuntansi-kewajiban

1.

2.

definisi kewajiban

Kewajiban adalah Wang yang timbul dari perisliwa M lala yang penyelesaiannvamengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

PENGAKUAN KEWAJIBAN i'
Kewajiban diakui jika:

’dZnl emu"f kƒ na" tahwa P^ecluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau Uriahlakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saai ini, dan

‘22X7 'erscbul me'"pi",yai **-•ucii^dii dnucU.

tabuLb“n diak“' d""“ ’’'"J"'"’" dilC, i“'" l""1" ^"-ajiban

Kewajiban dapat limbul dari:
(a) transaksi dengan pertukaran-aretage tra^iom (kedka musing. masing pihakdalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya);
(b) transaksi tanpa pertukaran (non-exchange transactions), sesuai hukum yang berlakudan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal

dfbXka^ bantL,£in keUangan kepada Pemei'ntab desa lainnya yang belum

(c) kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (government-related events)-,
Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah adalah kejadian yang tidak didasaritransaksi namun berdasarkan adanya intcraksi antara pemerintah dan lingkungannya.Misalnya terjadi kerusakan tidak disengaja atas hak milik pribadi sebagai akibatpelaksanaan sualu kegiatan pemerintah daerah, maka kewajiban pemerintah daerahtimbul pada saat kejadian sepanjang hukum yang berlaku dan kebijakan yang adamemungkmkan bahwa pemerintah akan membayar kerusakan dan sepanjangjumlah pembuyarannya dapat diestimasi dengan andak

(d) kejadian yang diakui pemerintah (government-acknowledged events).
Kejadian yang diakui Pemerintah adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkanpada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagipemenntah karena pemerintah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut.Pemerintah ntempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan
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4.

4.1

publ k. Untuk .tu, Pemenntah sering diasumsikan bertanggung jawab terhadap satukejad'an yang sebclumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang idaKonsckuensmya, biaya yang limbul dari berbagai kcjadian. vang disebabkmi olehenhtas nonpemermtah dm bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggung jawabpemenntah. Nrmun biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisf ketajiban
pemumtah atas biaya yang hrabul sehubungon denga,, kejadian tersebul dan telaherjadmya tninsaks, dengan perlukaran alau lanpa perlukaran.

Dengan kau lain pemerinlah setorusnya mengukui kmnjlbim dan biaya y„„g Udnk
b J kejadia" “eta ^ensi Langan

8 pemenntah yang hanis memenuhi dua krileria berikut: (I) Badan Lwislalif ,eh|,

penukatan Umbul (m,salnya saai konlraktor melakukan perbaikan) atau j„m|ah transisid,bayar ,an86al rtpo™ <misal-“a"la«

PENGUKURAN DAN AKUNTANSI KEWAJIBAN
Kewajiban dicatat sebesar nU mml„al yai,„ nI|ol kewajitan pemerinlah daerah padapentST ^1151 be'lan8S,,n8 scpcrli "ilai *'"S 'Wen, pada tembar sural utangpviiivi jnidn. w

Aliran ekonomi setelahnya. sepeni transaksi pembayaran, perubahan pcnilaia.dikarenakan penbahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilaiPc sar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.
Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiahenjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

AKUNTANSI KEWAJIBAN
Utang kepada Pihak Ketiga (Account Payable)
Pndn saai pemerinlah menerimi, Imk mas b; rang, lermasuk bamng dalam perjalanan yangte ah menjadi ha inya, pemerinlah hams mengakui kewajiban ata iumlah yang belumdibayarkan untuk barang tersebul
Bila konlraktor membangun fasilitas Mm pemlatan sesuai dengan spesifikasi yang ada
ma s yang dieaim harus barkanleahsasi tisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.
hindah kewigiba,, yang antar unit „tmerintahan torus dipisabkandengan kewajiban kepada unit nonpcmcrintahan.
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4.3

4.4

4.5

4.6

4.2 Utang Bunga (.4ccrm//w/tTe.v/) =-=^^

utrmg pel„eri„u.h torus dicalat sebes.tr bi.yu bung, yang telah teriadian belum drbayar. Bunga dmmksud dapat bemsal dari utang pemerintah balk dari daiammaupunluar negen. Utang bunga alas utang pemerintah yang belum dibayar torus diakuipada setiap akb.r periode pelaporan sebagai bagian dari ke^tor, yangbeLZ
yX^tto" di j'®' '-Hnkn uuruk sekuritas pemerimahyang d krbrtkar pemennlah pusal daiam benluk Sural Utang Negara (SUN) dan vanudrterbrtkan o.eb pemerintah daerah (kola) daiam beutuk dan s^ii yang s

Utang Perhitungan Fihak Kctiga (PFK)
Pada akhir pe-iode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belumsetorkan kepada pihak lam harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yangmasih harus disetorkan. juiman yang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Nilai yang dicuntumkan daiam laporan keuangan „muk bagian lanear utang jangka

'a"8 '2 <d” bCM“a"

Kewajiban Lanear Lainnya {Other Current Liabilities)

Ke^iban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar y„„E lidak lennasukdalamkategon yang aca. Tennasuk daiam kewajiban lancar lainnya lersebut adalah biaya yangmas.lt harus dibayar pada saai laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk musingZ 8 item d.sesumkan deugen karak.erisük musing musing pos tersebut,gpunbayman gap kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harusdibayarkan alas,asa yang lelah diserahkan oleh pegawai temebut. Contoh lainnya adalah

““
Sekuritas Utang pemerintah

Sekuritas utang pemerintah yang mcmpunyai nilai pada saai jatuh tempo atau pelunasanZXh7 N?ra <SUN) Wk dal“ S“ ^endahaZZmaupun Obliges, Negara, harus dinilal berdasarttan nilai yang harus dibayarkan pada saainZZw ’b'la diJUa' dengan n"ai pali Bila pada saal «wol.ramen pmjaman pemennlah yang dapat diperjualbel-kan teisebut dijual di atas atau dioawan pan, makr

penilaian selanjulnya memperhitungkan amortisasi atas diskonto atau premium vang adaAmoitisasi atas diskonto atau premium dapat menggunakan metode garis lurus.
'
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4.7 Perubahan Valuta Asing

SXXtX'
Selisih penjabaran pos kewajiban moneter dalam mm, ..
sx—*

4.8 Penyelcsaian Kewajiban Sebeluni Jatuh Tempo

X^unluk^ yan8 diSe'Kaikan "M™ jatuh (empo karena adanyaunuik ditink oleh penerbit (call feature} dari sekuritas tersebut atau kar-namemenuh, persyaralan untuk peayefesaian oleh perminlaat. pemegangnya maka
L T*"ke"’bali "ilai“"e'OI”'a hams ‘"“«■‘«l*»p. Catalan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban yang berkaitan

Apabila harga nerolehan kembali adalah sama dengan nilai tereatat (canyhtg
SCWUmjat"h '“"P0 dia"SW penyelesaian utang

m
Apabila harga parol, ban kembali tidak sama dengan nilai tereotm

a" J"mtoh kewaJlban da" Kailas dana yang terkait, jumjah perbedaanyang ada juga diungkapkan pada Catalan alas Laporan Keuangan.
4.9 Tunggakan

Jumlah tuwkan alas pinjaman pemerintah harus disajikan dalam benlnk Daflar Umur(.agmg schedule} Kreditur pada Catalan atas Laporan Keuangan sebagai bagian •pengungkapan kewajiban. ë y

Tung^kun diduMsikan sebagai jumlah tagihan yang lelah jatuh tempo namuniXTti h
* U"‘Ut ",C"'tayi"' j"ml«h f’kok «run. bunganya sesuaiXl ^d^Tr” “r1”'’8 munekin ",emPU"yai “““j*'"1’ '™P° a“"ai

“'“U ^8601 S“ dcbilUr unluk “'‘"a'1’"pembayaran kepada kreditur.
4.10 Restruktiirisasi Utang

Jika jumlah pembayaran kas mass depon subagaimana diletapkan dalam persyaratan barnutang termasuk pembayaran untuk bungn maupun untuk pokok utang lebih rendah darimint tereatat maka »,(,«•harus tereatat uiane, ke jumlah yang samadengan jumlah pumbayarat, kas mass depan sebagaimana yang dilemukan dalamp rsyaratan barn. Hal tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Kcuangan
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sebagai bagian pcngongkapan M po. kewajiban yang berkrtan ~

S=—
•».11 Penghapusan Utang

’ditak^"’"" "'“"S "ilai ^'—ya r»^ lmMM, mak“ ",aka "Womogi nilai «realm wang Ieyang soma dengan jom|ah penyelesaian dengan ase. kas te^bm dmsxrLaporan Keuansan sebas“ ba8ia" «

’ M" •'"'««m nilai penyelesaiannya dl bmml, uiM1 aknkan de„ea„»sw ,„aka clllte seb .debj melaknkan penilaianmbal, alas nonkas «oio ke niiai ™|amya dan mengurangi „ilaiX^iT Waiar “Wl ™' tiK « Indian
dan I aT *“ L‘"’0''"" K“"ea" “**«■ « pos kuitendan aset nonkas yang berhubungan.

informasi dala n Caiman alas Laporan Kouangan barns mengungkapkan jnmlah

(o) Nilai tercatal ulang yang diselesaiknn (inmlab nominal dikumngi alm,
dilambah dangan bongo leruiang dan premi, diskonlo, biaya keuangan «tan biayapenei bitan yang belum diamorlisasi), dengan

(b) Nilai wajar aset yang dialihkan ke kreditur.
4.12 Biaya-Biaya Yang Berhubungan Dengan Utang Pcinerintah

Biaya-biaya yang berhubnngan dengan utang pemerintah adalah biaya bunga dan biavako^yang Ombol dalam kailan dengan peminjama,, dana. Bi^d”X
<a> 5 P“Wram Pi"j‘"nan’ ’’‘’’’""‘"J»"*» l»"** inmipun jangka

(b) Amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman,
(C)ÏÏ?"biaya ya"8 S’***" Pmj!'man sepedi biaya konsokan, aldihukurn, connutment fee, dan sebagainya .



Kebijakm Ahmlamj Daerah nlang Bc
<d> dc"Ban ““ «jauh haldtperlakukan sebagat pcnyesuaian alas biaya bunga.

“Z "b"=ik;1" d«s»perolel»alau produksi

Apabila bunga pinjaman dapat diatribusikan secara langsung deugan aset tertentu makabiaya pmjaman tersebut harus dikapilalisasi lerhadap aset tertentu tersebut. ’ '

Apabila biaya pinjaman lerebut tidak dapat diatribusikan seear» langsung denean asetprXionai ’“"’'“"'‘"s' PWtlmtangan

aset
dari Pi"j“manr8 ‘idak khUSU5 dis'"’aka" ™“kaset ntaka b.aja pmjaman yang hams dikapitalisasi ke aset tertenlu harus dibit,na

« Ti ‘er"'"ban6 (“'^ed^ge) atas akumulasi biaya seluruh asettertentu yang berkaitan selama periode pelaporan.
5. PENGUNGKA PAN KEWAJIBAN

Utang pemenntah daerah harus diungkapkan secira rinci dalam bentukutang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya.
daftar skedul

Untuk meningkatkan kegunaan analisis, inlbrmasi- inlbi
Catalan atas Laporan Keuangan adalah:

inasi yang harus disajikan dalam

(a) Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka
berdasarkan pemberi pinjaman;

panjang yang diklasifikasikan

(b) Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemcrintah berdasarkan jenis sekuritas utangpemenntah dan jatuh temponya;
(c) Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
(d) Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
(e) Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
(1) Pengurangan pinjaman;
(2) Modifikasi persyaratan utang;
(3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
(4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
(5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
(6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
(0 Jumlah tunggakan pinjaman yang dhajikan dalam bentuk daftar umurberdasarkan kreditur. utang
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Kebijakan Akuntansi Pemerinlah Daerah Kabtipaten Taking Binvang
(g) Biaya pinjaman:

(1) Perlakuan bi.iya pinjaman;

(2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan;
dan

(3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

6. KLASIFIKASI KEWAJIBAN
Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-
jumlah yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan dan lebih
dari 12 (dua belts) bulan setelah tanggal pelaporan.
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkai
dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
Scbaliknya senna kewajiban yang penyelesaiannya dalam waktu lebih dari 12 (dui
belas) bulan setelah tanggal pelaporan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka
panjang.
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